PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dasar Hukum

1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

5 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah

Keterkaitan
1 SOP Penyusunan PKPT
2 SOP Pemeriksaan Reguler

3 SOP Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Peringstan
Pengaduan masyarakat yang tidakjelas identitasnya tidak akan dilayani.
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Tanggal Pembuatan 14 Maret 2024

Tanggal Revisi
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PENANGANAN PENGAD«4J4 MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN

Nama SOP: KHUSUS

Kuallflkasi Pelaksana
Memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisa permasalahan sesuai dengan
kewenangan

Persiatan/ Perlengkapan
Meja, Kursi, ATK, KompCiter, Printer

Pencatatan k Pendataan
Dicatat dalam bCtku kcndali surat ma§uk

\ KM



Kcterangan

1 Pelaksana Administrasi menerima pengaduan dan atau menerima Surat Perintah Walikota
2 Inspektur mendisposisi surat pengaduan dan atau Surat Perintah Bupati untuk ditindaklanjuti.
3 Sekretaris menerima disposisi dari Inspektur serta berkoordinasi dengan Irban

4 Irban melakukan pengkajian pengaduan, jika bcrdasarkan disposisi dan hasil kajian perlu dilakukan pemeriksaan maka dilakukan koordinasi,
pembuatan Nota Dinas dan Surat Perintah Walikota

5 Irban menyusun Tim Pemeriksa (Surat Perintah Tugas) untuk melaksanakan pemeriksaan.
6 Inspektur mengesahkan/menandatangani Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa.

7 Tim Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat dengan cars melakukan pengumpulan dokumen/data terkait, pemanggilan saksi-
saksi, pengadu dan yang diadukan, menganalisi dan menyimpulkan.

8 Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan direviu secara berjenjang.
9 Inspektur menandatangani/inengesahkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

10 Walikota menerima Laporan Hasil Pemeriksaan,



URAIAJ) PROSEDUR Pei&ksana

Administasi

CD

PENANQANAN PENGADUAN MASYARARAT
DAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Menerima pengaduan dan alau menerima

disposal / Sural Perintah WalikoU I T

Menerima dispoaiai dan Inspeklur *)

Meiaksanakan pengkajian atas pengadunn yang
riiterima

Menyusun Tun Pemertkaa *

Penerbitan Surat Penntah Tugaa

Pemeriksaan pengaduan maayarakat

Menyusun konaep laporan Basil Pemeriksaan

Pencrbitan LHP

fenyampaian Laporan Haail Pemeriksaan

Tim
Pemcrikia

PSLAKSAJVA

Irban. Dalnia

H’U

Sakretari*

ID<p*ktur

WoUkota

MUTU

Keiengkapan Wnktu
Surat pengaduan, 1 hah
Media
Cetak. Media
Eleklromk.

Dispowst Walikoia, 2 jam
Surat pengaduan
Dispoaiai Jnspektur, 1ban
sural pengaduan
Ha?ui kajmn 1 hart
Suaunan Tim Pemeriksa 2jam
Surat Penntah Tugas, * 15 20 hari
data pendukung. saksi,
jxrngadu. yang
Simpulan Sementara
Haail Pemeriksaan
Konsep LHP

7 hah
LHP

Outpat

Disposuu Walikota

Disposisi inspektur

Basil Kniian

Susunan Tim Pemeriksa

Surat i’erintah Tugas

Sunpulan Sementara
Basil Pemcnkaaan

Konsep LHP

LHP

Tanda fenma LHP
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